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legis non excusat. Asas ini berperan penting dalam
menjamin  kepastian ~ hukum  dan  mencegah
penyalahgunaan alasan  ketidaktahuan hukum dalam
penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya,
penerapan asas fiksi hukum kerap menimbulkan persoalan
keadilan substantif, khususnya ketika diterapkan terhadap
kelompok — masyarakat yang memiliki  keterbatasan
pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi
hukum penerapan asas fiksi hukum dalam sistem
penegakan hukum pidana serta menilai efektivitasnya
ditinjau dari prinsip kepastian dan keadilan hukum
melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN PBL. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
yuridis normatif dengan pendekatan  kepustakaan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan
menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan John
Rawls, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai
pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan asas fiksi hukum dalam putusan tersebut efektif
dalam menjamin kepastian hukum, namun berpotensi
mengabaikan  keadilan  substantif  karena  tidak
mempertimbangkan  kondisi sosial dan keterbatasan
subjektif terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini
menyimpulkan bahwa penerapan asas fiksi hukum perlu
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dilakukan secara proporsional dan kontekstual agar
tercapai  keseimbangan antara kepastian hukum dan
keadilan substantif dalam sistem penegakan hukum pidana
di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Prinsip tersebut
ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensi dari ketentuan ini adalah ditempatkannya hukum sebagai landasan
utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai pedoman
fundamental yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali, baik dalam
kehidupan perorangan maupun dalam konteks penyelenggaraan negara (Nadia,
2018).

Sebagai negara konstitusional, supremasi hukum menuntut agar setiap
tindakan, kebijakan, dan perilaku warga negara maupun aparatur negara tunduk dan
patuh terhadap hukum yang berlaku. Penempatan hukum dalam posisi yang sentral
tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam
kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum yang dijadikan pedoman utama,
potensi terjadinya konflik dan kesewenang-wenangan akan semakin besar.

Tujuan utama hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian.
Dalam kehidupan sosial, perselisihan dan pertentangan kepentingan merupakan
sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik antara individu dengan individu, individu
dengan kelompok, maupun antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut dapat
berkembang dari persoalan yang sederhana hingga menjadi pertikaian yang kompleks
dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai sarana untuk
mengatur, menengahi, dan menyelesaikan konflik guna menjaga keseimbangan
kepentingan serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Van
Apeldoorn, 2019).

Hukum bersifat mengikat dan memaksa, sehingga setiap perbuatan subjek
hukum telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem
hukum Indonesia, keberadaan asas hukum menjadi sangat penting sebagai landasan
normatif dalam pembentukan dan penerapan hukum. Salah satu asas yang memiliki
peran signifikan dalam sistem hukum Indonesia adalah asas fiksi hukum. Asas ini
menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak hukum tersebut
diundangkan dalam lembaran resmi negara.

Asas fiksi hukum secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal
81, yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-
undangan dalam lembaran resmi negara, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
Selain itu, asas ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645
K/SIP/1970 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V /2007. Inti dari
putusan-putusan tersebut adalah bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat
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dijadikan alasan pemaaf atas suatu perbuatan melawan hukum, sejalan dengan
adagium ignorantia juris non excusat.

Dalam konteks hukum pidana, asas fiksi hukum memiliki peran strategis untuk
menjamin kepastian hukum dan mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab
pidana dengan dalih tidak mengetahui adanya aturan hukum. Hukum pidana sendiri
merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang
dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya
(Prodjodikoro, 1986). Dengan demikian, hukum pidana berisi norma-norma yang
menentukan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, disertai ancaman pidana
sebagai konsekuensi hukumnya (Abdullah & Ahmad, 1993).

Namun demikian, penerapan asas fiksi hukum dalam praktik tidak selalu
berjalan selaras dengan rasa keadilan substantif. Salah satu contoh konkret dapat
dilihat ~ dalam  Putusan  Pengadilan = Negeri  Probolinggo = Nomor
179/Pid.B/2014/PN.PBL. Dalam putusan tersebut, Karyo bin Mistiah alias Busrin,
seorang pria lanjut usia berusia 59 tahun, dijatuhi pidana penjara selama dua tahun
karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbuatan yang
dilakukan hanyalah menebang dua batang pohon mangrove yang digunakan sebagai
bahan bakar tungku.

Fakta persidangan mengungkap bahwa Kakek Busrin merupakan buruh pasir,
tidak pernah mengenyam pendidikan formal, buta huruf, tidak menguasai bahasa
Indonesia dengan baik, serta tidak mengetahui adanya peraturan hukum yang
melarang perbuatannya. Kondisi sosial dan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa
yang bersangkutan tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum
maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan (Raditya, 2024).

Fenomena serupa tidak hanya terjadi dalam kasus Kakek Busrin. Banyak
perkara pidana yang menimpa masyarakat miskin, kelompok minoritas, dan individu
dengan tingkat pendidikan rendah, seperti kasus Aspuri, buruh tani berusia 19 tahun
yang dituntut lima tahun penjara karena mencuri sehelai kain lusuh; kasus Nenek
Asyani yang didakwa mengambil tujuh batang kayu jati dari lahan yang diyakininya
sebagai warisan; serta kasus Minah, seorang perempuan lansia yang diproses hukum
karena mengambil tiga biji kakao senilai dua ribu rupiah, meskipun telah
mengembalikannya (Wigiyanto, tanpa tahun).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas fiksi hukum dalam
hukum pidana kerap menimbulkan problematika keadilan, khususnya ketika
dihadapkan pada kesenjangan pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan minimnya
akses masyarakat terhadap informasi hukum. Tidak semua warga negara berada pada
posisi yang setara untuk mengetahui dan memahami hukum. Dalam kondisi
demikian, asas fiksi hukum berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif, karena
kelompok rentan justru lebih mudah terjerat hukum dibandingkan pelaku kejahatan
berskala besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji kembali penerapan asas
tiksi hukum agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan
prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penulis
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tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui artikel berjudul “Argumentasi Hukum
Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum (Analisis Putusan
Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai serangkaian
cara yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna
mencapai tujuan penelitian secara tepat. Metode penelitian berfungsi sebagai
pedoman agar proses penelitian berjalan terarah, terstruktur, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode yang jelas, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan
asas fiksi hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya
dalam analisis putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang seluruh data dan bahan kajiannya
diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber informasi hukum lainnya
yang relevan. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif, asas
hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan asas
tiksi hukum dan penerapannya dalam sistem penegakan hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang
bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor
179/Pid.B/2014/PN.PBL. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal
ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana yang relevan dengan asas fiksi
hukum dan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai
penunjang, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, direktori putusan,
serta sumber internet yang dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus
digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor
179/Pid.B/2014/PN.PBL guna melihat penerapan asas fiksi hukum secara konkret.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji teori keadilan
John Rawls, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta teori kepastian hukum
sebagai landasan analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, yang selanjutnya dianalisis
menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif secara normatif, dengan
menafsirkan data berdasarkan asas, norma, dan teori hukum pidana untuk menarik
kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan data dalam penelitian ini berfokus pada perkara tindak pidana
penebangan pohon mangrove yang diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo
melalui Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Terdakwa dalam perkara ini
adalah Busrin alias Karyo bin Mistiah, seorang laki-laki berusia 58 tahun, warga Desa
Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, yang bekerja sebagai buruh
tani dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan fakta
persidangan, terdakwa terbukti menebang pohon mangrove jenis api-api sebanyak
kurang lebih dua meter kubik menggunakan sebilah sabit, dengan tujuan untuk
dijadikan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa
izin pihak berwenang dan berlangsung selama beberapa hari di kawasan pesisir
pantai. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dengan pidana penjara dua tahun serta denda dua miliar rupiah.
Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah serta menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda dengan ketentuan
subsidair kurungan, dengan seluruh masa penahanan dikurangkan dari pidana yang
dijatuhkan.

Dari aspek lingkungan, perbuatan penebangan mangrove yang dilakukan
terdakwa dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis berupa perubahan fungsi
lingkungan pesisir, menurunnya kualitas air, serta meningkatnya risiko kerusakan
lingkungan apabila dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, secara normatif
dan formil, putusan pengadilan telah memenuhi unsur kepastian hukum karena
menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian,
apabila ditinjau dari latar belakang sosial terdakwa, yaitu keterbatasan pendidikan,
ekonomi, serta minimnya akses terhadap informasi hukum, penerapan asas fiksi
hukum dalam perkara ini memunculkan persoalan keadilan substantif. Terdakwa
tetap dipidana dengan asumsi hukum bahwa ia dianggap mengetahui larangan
hukum, meskipun secara faktual ia berada dalam kondisi awam dan serba terbatas.

Paparan data ini menunjukkan bahwa asas fiksi hukum dalam praktik
penegakan hukum pidana di Indonesia memang efektif dalam menjamin kepastian
hukum, tetapi sekaligus menghadapi berbagai tantangan serius. Kesenjangan akses
terhadap informasi hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya
sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi
menyebabkan asas ini kerap dirasakan tidak adil oleh kelompok masyarakat rentan.
Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya ketegangan antara kepastian
hukum dan keadilan substantif, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
sistem hukum, serta potensi kriminalisasi yang tidak seimbang terhadap pelanggaran-
pelanggaran ringan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, data
perkara ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk menilai perlunya pendekatan
yang lebih inklusif dan kontekstual dalam penerapan asas fiksi hukum agar sejalan
dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
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Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan
Hukum

Asas fiksi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum
yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan alasan
ketidaktahuan hukum oleh setiap orang. Secara normatif, asas ini ditegaskan dalam
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui
hukum sejak peraturan tersebut diundangkan dalam lembaran resmi negara. Namun
demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan asas fiksi hukum
kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika diterapkan kepada kelompok
masyarakat yang secara nyata tidak memiliki akses terhadap informasi hukum.
Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, buta huruf,
berpendidikan rendah, atau tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki
kemampuan maupun sarana untuk mengetahui peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan
substantif, yakni apakah pantas seseorang dianggap mengetahui dan memahami
hukum ketika ia bahkan tidak mampu membaca atau tidak pernah memperoleh akses
terhadap media informasi hukum.

Dalam konteks inilah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto
Rahardjo menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Hukum
progresif menolak pandangan bahwa hukum merupakan institusi yang kaku,
mekanis, dan semata-mata berorientasi pada teks undang-undang. Menurut Satjipto
Rahardjo, hukum harus memiliki misi sosial, yaitu menghadirkan keadilan dan
kemanusiaan di tengah masyarakat. Hukum tidak boleh hanya mengabdi pada
kepastian formal, tetapi juga harus peka terhadap realitas sosial yang melingkupi
subjek hukum. Dalam kasus Kakek Busrin yang buta huruf, tidak pernah mengenyam
pendidikan, dan tidak mengetahui adanya larangan hukum terkait penebangan
mangrove, penerapan hukum pidana yang menjatuhkan pidana penjara selama dua
tahun dapat dinilai sebagai bentuk penegakan hukum yang mengabaikan keadilan
substantif. Secara formal, perbuatan tersebut memang melanggar undang-undang,
namun secara sosiologis dan moral, tindakan tersebut dilakukan bukan atas dasar niat
jahat (mens rea), melainkan karena kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pendekatan
hukum progresif menilai bahwa penghukuman yang berat dalam konteks tersebut
tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain hukum progresif, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls juga
memberikan perspektif penting dalam menilai penerapan asas fiksi hukum. Dalam
karyanya A Theory of Justice, Rawls menegaskan prinsip kedua keadilan yang dikenal
sebagai the difference principle, yaitu bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan
apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Jika asas
tiksi hukum diterapkan secara kaku dan justru memperberat beban kelompok miskin
dan termarjinalkan, seperti dalam kasus Kakek Busrin, Nenek Asyani, Aspuri, atau
Minah, maka penerapan asas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan
distributif Rawls. Rawls berangkat dari asumsi bahwa individu tidak pernah memilih
posisi sosialnya sejak lahir, sehingga sistem hukum yang adil seharusnya dirancang

Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum ... - 72



Magqdaniyah et al. | Sainmikum Vol. 3 No. 12026 | 67 - 77

untuk melindungi mereka yang berada pada posisi paling lemah. Dengan demikian,
penerapan asas fiksi hukum seharusnya tidak dilakukan secara mutlak, melainkan
disertai pertimbangan empatik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan
pelaku.

Kritik terhadap penerapan asas fiksi hukum semakin menguat ketika dikaitkan
dengan realitas ketimpangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Banyak warga
negara yang secara struktural tidak memiliki akses terhadap informasi hukum, baik
karena keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, maupun minimnya
infrastruktur hukum di daerah tertentu. Dalam kondisi demikian, asas fiksi hukum
justru berpotensi menjadi alat yang represif karena menghukum mereka yang paling
tidak berdaya. Kasus Kakek Busrin menjadi contoh konkret bagaimana asas yang
dimaksudkan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum justru memperlebar
jurang ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan asas fiksi hukum perlu dievaluasi
agar tidak hanya menekankan aspek normatif formal, tetapi juga memperhatikan
konteks sosial dan keadilan substantif.

Pada akhirnya, penerapan asas fiksi hukum dalam sistem hukum Indonesia
berada di antara dua kepentingan besar, yaitu kepastian hukum dan keadilan
substantif. Asas ini memang diperlukan untuk mencegah kekacauan hukum dan
menjamin keberlakuan hukum secara umum, namun penerapannya secara mutlak
tanpa mempertimbangkan kondisi konkret pelaku justru bertentangan dengan tujuan
hukum itu sendiri. Pendekatan yang ideal adalah dengan tetap menjaga kepastian
hukum, tetapi membuka ruang bagi penerapan hukum progresif dan teori keadilan
yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum. Dengan demikian, hukum tidak
hanya menjadi alat penegakan norma, tetapijuga sarana perlindungan bagi kelompok
masyarakat yang paling rentan.

Efektifitas Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Sesuai
Dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Asas fiksi hukum dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak
memiliki kriteria atau alat ukur yang jelas mengenai bagaimana dan sejauh mana asas
tersebut dapat diterapkan secara adil. Salah satu pemikir hukum terkemuka, Hans
Kelsen, menyatakan bahwa asas fiksi hukum pantas diterapkan apabila secara objektif
terdapat kemungkinan bagi seseorang untuk mengetahui hukum yang berlaku.
Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga
negara memiliki akses yang luas, memadai, dan terjamin untuk mengetahui setiap
peraturan yang tertuang dalam lembaran undang-undang. Kondisi tersebut tampak
nyata dalam kasus Kakek Busrin yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri
Probolinggo melalui Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Dalam putusan
tersebut, Kakek Busrin dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena menebang
dua batang pohon mangrove yang digunakan sebagai kayu bakar. Padahal, fakta
persidangan mengungkap bahwa Kakek Busrin merupakan seorang warga desa yang
tidak pernah bersekolah, tidak mampu membaca, serta tidak menguasai bahasa
Indonesia dengan baik. Meskipun demikian, dengan berlakunya asas fiksi hukum di
Indonesia, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar
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atas perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai
perbuatan melawan hukum (Raditya, 2024).

Dalam hukum pidana dikenal adanya konsep penghapusan pidana yang dapat
dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan
sanksi pidana kepada terdakwa. Alasan penghapusan pidana secara umum terbagi
menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan alasan
yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan
yang semula dianggap melawan hukum menjadi dibenarkan dan patut menurut
hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pembenar dapat
ditemukan antara lain dalam Pasal 48 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan
karena daya paksa, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50
KUHP terkait pelaksanaan ketentuan undang-undang, serta Pasal 51 KUHP mengenai
pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Sementara itu, alasan pemaaf berkaitan
dengan kondisi batin pelaku yang menyebabkan perbuatannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP
tentang gangguan jiwa dan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa
yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Kakek
Busrin tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana
dirumuskan secara limitatif dalam KUHP. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak
termasuk dalam alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu
perbuatan. Namun demikian, ketidaktahuan tersebut dapat dikaitkan dengan alasan
pemaaf apabila bersinggungan dengan sikap batin pelaku, sehingga memungkinkan
untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam
perkara ini, Kakek Busrin terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan
menebang pohon mangrove tanpa izin dan dengan sengaja, sebagaimana terungkap
dalam fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa hari
untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Unsur kesengajaan tersebut
kemudian relevan untuk dianalisis melalui teori kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa) dalam hukum pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami melalui dua teori utama,
yakni teori kehendak dan teori membayangkan. Von Hippel menjelaskan bahwa
kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus
kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut (Marpaung, 2022).
Sementara itu, teori membayangkan memandang kesengajaan sebagai tindakan yang
dilakukan dengan membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari
perbuatan tersebut, meskipun akibat tersebut tidak secara langsung dikehendaki.
Kesengajaan erat kaitannya dengan kondisi batin pelaku pada saat melakukan
perbuatan. Selain kesengajaan, kealpaan menurut D. Simons merupakan sikap kurang
hati-hati yang disertai kemampuan pelaku untuk menduga adanya akibat yang
dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini dikenal pula kesengajaan berwarna
dan kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna mengandung pengetahuan
pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum, sedangkan kesengajaan tidak
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berwarna hanya berfokus pada kehendak melakukan perbuatan tanpa kesadaran
bahwa perbuatan tersebut melawan hukum (Marpaung, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap putusan dan doktrin tersebut, dapat diketahui
bahwa sistem hukum pidana Indonesia cenderung menganut konsep kesengajaan
berwarna yang memiliki keterkaitan erat dengan asas fiksi hukum. Artinya, seseorang
yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, meskipun tidak mengetahui bahwa
perbuatan tersebut melanggar hukum, tetap dapat dipidana karena secara hukum
dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa asas fiksi
hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan
mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab pidana dengan alasan
ketidaktahuan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut seluruh warga negaranya untuk
patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Asas fiksi hukum menjadi instrumen
fundamental dalam penegakan hukum karena tanpa asas ini, fungsi hukum akan
kehilangan daya mengikatnya dan tujuan hukum tidak akan tercapai, terutama jika
dilihat dari perspektif teori kepastian hukum. Dari sudut pandang kepastian hukum,
asas fiksi hukum dapat dinilai efektif karena menjamin bahwa setiap orang
diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun demikian, efektivitas tersebut kerap
berbenturan dengan nilai keadilan substantif, khususnya keadilan sebagai fairness
sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan perlunya
perlindungan lebih bagi kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung dalam
masyarakat (Rawls, 1971).

Selain itu, dari perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto
Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai institusi yang kaku dan final,
melainkan sebagai sarana untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia.
Nilai utama hukum tidak terletak semata-mata pada keberlakuan formalnya, tetapi
pada kemampuannya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh
karena itu, meskipun asas fiksi hukum terbukti efektif dalam menjamin kepastian
hukum, penerapannya tetap memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan
kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan pelaku. Kasus Kakek Busrin menjadi
bukti bahwa asas fiksi hukum berperan penting dalam sistem penegakan hukum,
namun penerapannya harus dilakukan secara lebih manusiawi dan kontekstual agar
tidak mengorbankan keadilan substantif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi
paling lemah.

KESIMPULAN

Asas fiksi hukum memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta didukung oleh
adagium ignorantia legis non excusat. Keberadaan asas ini berperan penting dalam
menjamin kepastian hukum dan mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab
hukum dengan alasan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN PBL, dapat disimpulkan bahwa penerapan
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asas fiksi hukum secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif,
khususnya ketika diterapkan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki
keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum. Dalam
konteks tersebut, asas fiksi hukum terbukti efektif dari perspektif kepastian hukum,
tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana
dikemukakan dalam teori keadilan John Rawls dan hukum progresif Satjipto
Rahardjo. Oleh karena itu, penerapan asas fiksi hukum dalam sistem penegakan
hukum pidana perlu dilakukan secara proporsional dan kontekstual, dengan tetap
menjaga kepastian hukum namun disertai pertimbangan kemanusiaan dan kondisi
konkret pelaku, agar tujuan hukum sebagai sarana keadilan dan perlindungan bagi
seluruh warga negara dapat tercapai secara seimbang.
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